
PEI\{ERINTAH KABUPATE,N BATANG HARI

PERATURAI.{ DAERATI KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTA}IG

PERTIBAIIAN ATAS PERATURAI{ DAERATI KABUPATEN BATANG IIARI NOMOR 39

TAHUN 2OO1 TENTA}-IG WATIB LAPOR KETENAGA KERIAAN BAGI PERUSAHAAN

Msnimbang :a.

DENGAN RAIIMAT TT]IIAN YA}.IG MAHA ESA \

BIJPATI BATA}IG IIARI,

baltwa sehubungan dengan dikenakannya wajib lapor bagi penxatraan negara

yang bcrtrenhrk Pcrus.lhaitn Jswst&n (Perj.m), Rrdan l"lsrhl Milik Nognrl

(BtIt\,ff\t) dan Penrsahaan Daerah yang berbentuk Badan usaha hzlilik Daerah

(BIIMD) maka perlu dilakukan penrbahan terhadap Peraturan Daerah

Kabupaton Batang Hari Nomor 39 'Tahur 2001 tentang wajib Lapor

Ketenagakerjaan Bagi Perueahaan ;

bahwa berdasarkafl pertimbangan eebagaimana dimakaud pada huruf a, perlu

merubah atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Flari Nomor 39 Tahun 2001

tentang wajib l-apor Ketenagakerjaan Bagr Perusahaan dengan peraturan

Daerah.

undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom

Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi sumatera Tengah (lrmbaran

Negara Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan undang-undang

Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dasrah Tingakt tr Sorolang.un

Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Ta.hm i96i
Nomor 50);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang P*r1el:satan F:r:.ri.l"i:r,r

Perburulun fi-rmbaran \egara Tahun 195- 5cm'r:r Jl, T;l:;:,*,r '.r::,n-m
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a. Undang-mdang Nomor 14 Tahun ll)69 teirtang Ketennun-ketentuan Pokok

It{engenai Tcnaga Kerja (Irrnbaran Negara Ta}run 1969 Nomor 55; Tamabahan

lrrnbaan Negara Nomor 2912);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Iapor Ketenaga Kerjaan

di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39; Tambahan kmbaran

Negara Nomor 3201);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Irmbaran Negara Nomor 3209);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah firrnbaran Negara Tahun 1997 Nomor 4l; Tambahan kmbaran

Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomqr

34 Tahun 2000 (Lrmbaran Negara Tahtur 2000 Nomor 2461' Tambahan

Lernbaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-rmdang Nomor 22 Tahrm 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Talnn 1999 Nomor 60; Tambahan I-ernbaran Negara

Nomor 3839,\;

9. Peraturan Petn€rintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang

Pcnrbahan Atas Undang-undang Nomor ll Tahun 1998 tentang Perubatran

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tatrun 1997 tentmg Ketenagakerjaan

(Ixmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 167; Tambahan kmbaran Negara

Nomor 4004);

10. Peraturan Psmerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana (Lembaran

Negara Tahun 1983 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);

11. Peratuan Pemerintalt Nomor 25 Tahun 2000 t€ntang Kewenagan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (kmbaran Negara Tahun

2000 Nomor 54; Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200I tentrrg Retrbusi fu€"ah

(I-embaan Negra Tahun 20Ol l*larmcr ll*, Tamt,ahan n-cmh.crm. ]lscau*r

Ncrnor 1i39);
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14. Perahran Daerah Kabupafen Batang Flari liomor 39 Tahun 2001 tentang Wajib

I-apor Kctenagakerjaan Bagi Perusahaan (Lernbaran Daerah Tahun 2001

I'Ic'mor 39)

Dengm peraetujum

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAI]UPATENBATA}IG HARI

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

FERATURAN DAERAII TENTA}IG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAF,RAI{ KABUPATEN BATAhiG }IARI NOMOR 39 TAHUN 2OO2

TENTANG WATIB LAPOR KETENAGA KERIAAN BAGI

PERUSAI{AAN.

Pasal I

Keterituan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 39 Tahun 2001 tentang Wajib

l-apor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan (Irrnbaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39) Bab trI

Pasal4 hunrf a dihapus.

Pasal [I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan

Agal setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaien Batang Flari.

Disahkan di Muara Bulian.

Dundangkan di Muara Bulian.

Pada tanggal 2 Januari 2003
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PENJELASAN
ATAS

PERATURA}I DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR } TAIIUN 2OO3

TENTANG
PERUBA}IAN ATAS PERATURA}I DAERAH KABIJPATT.N BATANG I{ARI NOMOR 39

TAIILTN 2ml TENTANG W,{IIB LAPOR KETENAGA KERIAAI.IBAGI PEI{USAHq\A}I

L PENJEIASAN IIMUM

Bahwa dengan adanya Wajib Lapor bagi Penrsahaan Negara yang berbentuk

Perusahaan Jawatan (Perjan), Badan Usaha Milik Negara (BLrt\,[Ni) maupun Penrsahaan

I)aerah yang berbentuk Bsdan Usaha Milik Daerah (BI"IvID) yang semuta tidak <likenakan

wajib lapor sebagaimana diatur dalam Perahran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 39

'fahun 2001 tentang Wajib lapor Ketenaga Ke{aan Bagi Perusahaan perlu diadakan

peiubahan eesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Batang Hari eebagai tindak lanjut Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daeralq Undang-undang Nomor 25. Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daeralr, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahrm 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daeralr, Undang - undang Nomor 7 Tahun 1981 tcntang Wajib Iapor Ketenaga

Kerjaan di Perusahaan dan Perahran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2A00 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Perahran

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retibursi Daerah.

Penetapan Peratruan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah

Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemarnpuan

keuangan yang semakin meningkat akan memb€ri manfaat besar bagi pembiayaan

Pernerintah clan Pembangunan Daera[ salah eatu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Bagi

Perusahaan,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAI.

Pa-.gl I Culup _ielas
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